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".‘Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Ppmenntahan Desa;

b. bahwa  untuk - maksud tersebut perlu dlatur dan dltetapkan"j

‘dengan Peraturan BUpatu P

_Tengah

Repubhk Indone31a Nomor 4389)

P} ,':Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemermtahan“' IR
o 'kDaerah (LPmbaran Negara Republlk Indonesna Tahun 2004;35_' "‘
: ;'Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesua o
S Nomor 4437) sebagalmana telah d|ubah terakhlr denganf‘{,;'} ,,‘z
. ‘,Undang - Undang Nomor 12° Tahun 2008 tentang Perubahan%.‘ R
~ Kedua iatas ‘Undang- Undang Nomor 32'Tahun: 2004. tentangﬂ":“”
o :Pemermtahan Daerah, (Lembaran Negara Repubhk Indone3|a, .
e ,‘I,Tahun 9008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republlk

lndonesua Nomor 4844)

. 4 fPeraturan Pemenntah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa:f'i :
‘ ‘(Lembaran Negara Repubhk Indonesna Nomor 158, Tambahan“';~ -

' "Lembalan Nogara Repubhk lndoneSIa Nomor 4587)

bahwa‘untuk melaksaﬁakan ketentuan Paoal 11 Peraturan"f_, ';
o Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 25 Tahun 2006 tentang»,
'I"{OrganlsaSI dan Tata Kerja Pemerlntah r)esa dan BPD perlu L ‘
 diatur |'tentang  Pedoman  Tata Cara Pelaporanfrf -

'kMerjg’ingét,f» f}; 1 ',kaUndang Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukani;_ BRI
L RN e Daelah daerah Kabupaten Dalam ngkungan Prop|n5| Jawa‘;,."

2. 'v»rUndanq Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan !

Pelaturan Perundanq - undangan (Lembaran Negara Republlk"'fr' :
S Indones:a Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 1



" Menetapkan .

5 Peraturan Daerah Kabupaten Karangaryar Nomor 24 Tahun«

- 2006 tentang Kepala. Desa dan Perangkat Desa (Lembaran :
'DaeraH Kabupaten Karanganyar Tahun 2006 Nomor 24).

R s sebagalmdna telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten; i .
o Karanganyar ‘Nomor 9 Tahun. 2009 teﬂtang Perubahan Atas' .
P@raturan Daerah. Kabupaten Karanganyar Nomor = 24 3 '
“_Tahun 2006 tentang Kepala 'Desa dan Perangkat Desa'::f

»(Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2'0’09 :

- Nomor:9); -

i 6. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 25 Tahun’"
‘ 2006 tentang Organusasn dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan
- "Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten_f .

}Karanganyar Tahun 2006 Nomor 25) S

MEMUTUSKAN

PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN" TATA CARA
~ PELAPORAN  PERTANGGUNGJAWABAN | PENYELENGARAAN
”PEMEPINTAHAN DESA- : | PR R

BAB i
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

. o ’Dalam Pelaturan Bupatn ini yang dlmaksud dengan

1. 'Daerah adalah’ Kabupaten Karanganyar .

! 2. 'Pemerlntahan : Daerah adalah penyelenqgaran urUsan
‘ - pemenntahan oleh Pemenntah Daerah dan DPPD menurut asas‘ i
‘ otonomn dan tugas pembantuan dengan prinsip otonom| yang .
- seluas -luasnya dalam sistem’ Negara Kesatuan Repubhkf,
."“.Indoneua sebagalmana dlmaksud dalam Undang undang Dasar

Negara Republik |ndonesa| Tahun 1945

3. F'emerlntah Daerah adalah Bupati dan ° Perangkat Daerah"y*

sebagal unsur penyplenggara pemermtahan daerah.

4 Bupatl adalah Bupatl Karanganyar e '
5. Kecamatan adalah W|Iayah kerJa Camat sebagal Perangkat

"Daerah Kabupaten

| 6 C amat adalah Camat d| Kabupaten Karanganyar
7. Desa ‘adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki- batas—f |

- batas wilayah yang berwenang untuk - mengatur dan mengurus

S kepentlngan Masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan
adat lstladat setempat yang diikuti dan’ ‘dihormati dalam sistem ' .

. pemerlntahan Negara Repubhk IndoneS|a yang berada div o
B 3 Daerah Kabupaten Karanganyar o x;' :

H 1
b Vo

v 4



| i,:kepentmgan Masyarakat >etempat berdasarkan asal usul dan adat ustnadat setempat,

n'donesza

i{{penyelenggara Pemenntahan Desa

& ’fﬁsebagal unsur penyelenggara Pemenntah Desa

: dan pengembangannya

""‘j:fselanjutnya dlsebut LPPD Akhll’ Tahun Anggaran adalah Iaporan penyelenggaraan

: j;’j"'t,};’pemermtah peme lntah provunSI dan pemenntah kabupaten selama satu ; tah‘un;j,?}f_
s \(j,f:;‘;anggaran 51 St ) e e , A

,“’:',Pemerlntahan Desa adalah Penyelenggara Urusan Pemerlntahan oleh Pemenntah:;:f ‘, : :
Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan ‘mengurus

| ~yang diakui dan dlhormah dalam S|stem Pemermtahan Negara Keaatuan Republuk S
f;’iPemermtah Desa adalah Kepala Desa uan Perangkat Desa sebaga| unsurfﬂ: o

‘._Ti"fBadan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya dlsmgkat'BPD adalah Lembaga
i:}f‘yang mprupakan perwu;udan demokrasn dalam penyelenggaraan Pemenntah Desa

o fPenYehnggaraan Pemerintahan Desa adalah se!uruh proses keg;atan manajemenfff Lo
‘,;iﬁ;*pemenntahan dan pembangunan Desa berdasarkan kewenangan desa yang” i
"";;f.fmeluputl perencanaan penetapan kebuakan pelaksanaan Dengorgamsasnan |
‘T-A;,;'fpengawasan pengendahan pamblayaan koordmasn pelestanan penyempurnaan

}7 1t:?’_'.},Laporan Penyelenggaran Pemermtahan Desa Akhlr Tahun Anggaran yang:jff‘,*‘

i',“1‘“,»;y'pemermtahan desa kepada Bupatn sebagal bentuk pertanggungjawaban"‘;L,’? o o
"pelaksanaan tugas dan fungst mehputl laporan semua keglatan desa berdasarkan_’: g
’»f?f"kewenangan desa yang a.dais serta tugas—tugas - dan keuangan dari

Laporari Penyelenggaraan Pemermtahan Desa Akhlr l\/lasa Jabatan Kepala Desa’:’ S

E :‘f"selanjutnya disebut’ LPPD. Akhir Masa labatan ‘adalah proses kpglatan pelaporan' Lot

Kepala'Desa kepada Bupa’u ‘melalui. Camat sebelum berakhlrnya masa Jabatan S

i‘_f,,[mehputl laporan penyelenggaraan pemerlntahan desa selama 6 (enam) tahun f g e e

. :'14,'.’,{ Laporan Keterangan Pertangungjawaban Akhir. Tahun Anggaran Kepala Desa yang f o

. selanjutnya dlsebut LKPJ Akhir. Tahun: Anggaraﬁ adalah proses keglatan pelaporanf ; ‘:ﬂf}?

L jifKepala Desa kepada rakyat melalut Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagal\;’f‘,{
bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fun93| mellputl laporan seluruhf”'?*

- dan Belanja Desa selama satu tahun anggaran S

ftannya mehputl iaporan penyelenggaraan pemenntahan desa

C _pOkOk keglatan

SR

"proses pelaksanaan peraturan -'peraturan desa termasuk Anggaran Pendapatan

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhlr Masa Jabatan Kepala Desa yang";;" S
‘ Ianjutnya dlsebut LKPJ Akhll’ Masa Jabatan adalah proses kegnatan pelaporan’; -
palaDesa kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebelum berakhtr masa e

| ,engmformaSIan Laporan Penyelenggaran Pemenntahan Desa yang selanjutr\ya‘zz
' dlsebut lnform331 LPPD kepada masyarakat ada\ah proses keglatan pe\aporan"‘;«_ =
,pala Desa kepada rakyat melalw medxa/pengumuman resmt mehputl mformasr



22

F

21,

19

‘Anggaran Pendapatan dan Belanja Liesa yang selanjutnya dlsmgkat APB Desa;f}f'

. adalah. rPncana keuangan tahunan pemenntahan desa yang dibahas dan dlsetUJuy

bersama. oleh Pemenntah Desa dan BPD yang dltetapkan dengan Peraturan Desa.

: ‘20}."&,‘:Pengawasan penyelengaraan Pemerlntahan Desa adalah. suatu proses keg|atanﬂ',,r"

- yang dltluukan untuk menjamm agar Pemenntahan Desa dapat benalan sesuai N

s dengan rencana dan keterituan yang telah dltetapkan ERT
| Pengawasan BPD adalah pengawasan yang dllakukan oleh BPD terhadap -

" Pemerintah desa : sesuai wewenang dan haknya o = ‘

. Pengawasan masyara«at adalah penqawasan yang dllakukan masyarakat

TUJUAN DAN RUANG L|NGKUP PELAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN v

Pasal 2 S

.

TUJuan dan Laporan Penyelenggaraan Pemerlntahan Desa adalah

a..
- e penyelenggaraan tugas tugas pemenntahan desa kepada p|hak plhak yang terkalt’-{.;"
o ‘

b

Sebagal - bentuk pertanggungjawaban Pemerlntah ~ Desa mengenau ,

;dengan penyelenggaraan pemenntahan desa, . ‘i"j : L
'Sebagal sumber |nforma5| resmi bagi : o :

O 'Bupatl dan Camat dalam menllal kmerja Pemenntah Desa serta dalam rangka

‘ melakukan pemblnaaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemenntahan”
desa; ‘ o o ‘

57,2.'kAnggota‘ Badan Permusyawaratan Desa dalam mengetahuu klnerja

penyelenggaraan pemenntahan desa dan melakukan upaya bersama sama’ -

‘Kepala Desa dalam menlngkatkan kinerja penyelenggaraan pemenntahan desa;

e 3. Penqurus lembaga kemasyarakatan dan masyarakat dalam mengetahui kmerja _f

b, LKPJ Akhir Masa Jabatan

_penyelenggaraan pemenntahan desa dan upaya menmgkatkan partnsmasu.;_. L

fmasyarakat dalam proses penyelenggaraan pemenntahan desa termasuk
; berparhsupasn daiam proses pengololaan pembangunan ‘ -

4 Plhar( ~ . pihak . terkalt lainnya dalam mendukung penlngkatan klnerja

penyelenggaraan Pemermtahan Desa

, | , : Pasal 3 ,
: 'Laporen Pertanggungjawaban dalam peraturan mn mehputl

- a. Laporan Kepala Desa

b. Laporan Keuangan BPD

@ : Laporan Kepala Desa qebagalmana dlmaksud ayat (1) huruf a méliputi :
- 'a LPPDKepala Desa;| R T T
 b. LKPJ Kepala Desa. | .

c. Pengunformasuan LPPD kepada masyarakat

~ LPPD Kepala Desa sebagalmana dlmaksud ayat (2) hurUf a,vmelibuti-:
Coa LPPD Akhir Tahun Anggaran AT ; :

b, LPPD Akhir Masa Jabatan. - ‘ , R RN
' »LKPJ Kepala Desa sebagalmana dlmaksud ayat (2) huruf b, meliputi * 5
a. LKPJ Akhir Tahun /-\nggaran e R T



Gt el Pasal4 :

}‘S'Ruang lnng«up LPPD mencakup penyelenggaraan :

~a Urusan pemerlntahan berdasarkan hak asal usul desa
: j"lb.’}fUrusan pemermtahan yang dlserahkan daerah

o TugasPembantuan; oo 0 . = S

“"'d.'“»Urusan pemermtahan ‘yang |a|nnya yang oleh peraturan perundang undangan'?__,".l

' ‘fdlserahkan kepada desaf_‘..ﬂ_s,: S e e :

'BAB e
I\/IUATAN DAN MATERI LPPD

e Pasal 5 SO e i e
’,;f'Muatan LPPD r(epala Desa bldang urusan pemermtahan berdasarkan hak asalb,f‘;; -
o ‘;'"ijusul desa mellputl hak untuk mengatur dan mengurus kepentmgan masyarakat
setempat ‘sesuai dengan asal . usul,adat - istiadat yang berlaku dan ’udakfif
e o ,’,:‘:,bertentangan dengan peraturan perundang undangan Sl s i
R f(2)(~~;§Muatan LPPD Kepala Desa bldang urusan pemerlntahan yang dnserahkan daerah';; e
RS %Bldang pertaman dan ketahanan pangan S / T
- *’f]Bldang pertambangan dan energs serta sumber daya mmeral {g, ;
',,,fBldang kehutanan dan perkebunan ] ' L
';Bldang permdustrlan dan perdagangan ! s :
“Bidang koperasn dan usaha kecn mc,nengah ?'j b
1‘:5B|dang penanaman modal ; . ot
;*{Budang tenaga, kerja dan transmlgras: ?;? o
. Bidang kesehatan i nE e
~ Bidang pendldlkan dan kebudayaan z > e
 Bidang sosial;© . Sl
f’Bldang penataan ;uang |
,.’Bldang pemuklman / perumahan
,“,Bldang pekerjaan umum e e T L
Bidang perhubungan e L
:_B|dang hngkungan hldup rl e e S
: fBldang polltlk dalam negerl dan admmstrasu publlk e e : i
';’zBldang otonoml desa [ e st
'if{Bldang penmbangan keuangan mErma '
‘Bidang tugas pembantuan e
 Bidang pariwisatay.. - . v: ol e e
~ Bidang pertanahan’;";i Sl l",[" sl
41:{B|dang kependudukan dan catatan <|p|I L L
:‘f;‘Bldang kesatuan bangsa dan perllndungan masyarakat dan p'emeﬁriht‘ahan",f"?‘~jﬁ,.7;~*:"iV
, kl.?ijldang perencanaan L jff,,;_
'fBldang penerdngan /|nformaS| dan komunlkaS| nEi
jf’ & }Bldang pemberdayaan perempuan dan perhndunganlanak
: if;,:aa Bldang keluarga berencana dan kaluarga sejahtera s
_fbb Bldang pemuda dan olah raga ' e

1“




“cc. Brdang pemberJayaan masya.akat dan desa
;"dd Bldang statrstrl dan 5 :

/‘Zee Bldang arsrp dan perpu takaan : s
'r'fMuatan LPPD Kepala Desa brdang Tugas Pembantuan mehputr
= TugaQ pembantuan yang drtenma dan Pemenntah

X Tugas pembantuan yang drtenma dan Pemenntah Provrnsr

'f Tugas pembantuan yang dlterlma dan Pemermtah Kabupaten

‘i"f(”4)4[’;*~‘Muatan LPPD Kepala Desa bldang urusan pemenntahan yang !arnnya yang oleh :

peraturan perundang und'mgan drserahkan kepada desa ..

| Pasal6 e Sy

(1) :Maten LPPD Kepala Desa brdang urusan pemenntahan berdasarkan hak asal usul o

~desa mehputr st i e e e

: :f”a. ‘; angkasan Rencana Kegratan Kerja Perangkat desa Lerangka ekonomr desa ";f' 'Lf'j:,; L

i prrontas pembangunan de%a rencana kerja pendanaan dan kekayaan desa

b Penyelenggaraan urusan mencakup, e

e L 1.L'PeIaKsanaan Program dan Keglatan

| . 2. Tingkat pencapamn S

. 3 Satuan| Pelaksaria Kegratan desa Cnohe
‘:\Data Peranqkat Desa S

';}AIokasr dan realusasr anggaran :

'.Sarana dan prasarana yang dlqunakan

\'mm > 'i.w»

8. Permasalahan dan penyelesaran

3,,Proses Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan N

(2) Materi- LPPD Kepala gDesa bldang 'urusan pemermtahaﬂ Yang d‘se'ahka” L

: Kabupatﬂn melrputr .
Pelaksanaan Program dan Kegratan

Tingkat f pencapaian; *~ - i

-fSatuan Pelaksana Keglatan Desa . o g

Data Perangkaf Deaa Lt

Alokasr dan realrsasr anggaran e

‘Sarana dan prasarana yang dlgunakan N
»Prosps Peren(‘anaan dan Pelaksanaan Pembangunan

: Permasalahan dan penyelesaren : e

iz o ,O-».fi T oW

e 4 (3) Materl LPPD Kepala De°a brdang tugas Apembantuan melrputl : e e

’,!«~

. Dasar Hukum

a L !

yv'v7b.' -A.lnstansr Pember' Tugas Pembantuan S e S
‘c. Pelaksanaan Kegiatan, ' '

qfbf,'d'.,,kfReahsaS| Pelaksanaan Program dan Keglatan -
2 e '
f
g
h

A ’.';;Sumber dan jumlah anggaran yang dlgunakan
}’j,f{Satuan Pelaksana Keglatan Deqa SRR G R R
,f;if,Sarana dan prasararia; L . S0 N

':“".Permasalahan dan penyelesalan s e

e i (4) Maten LPPD Kepara Desa brdang tugas Pemermtahan Larnnya mellputr et i D

.a. Kerja Sama-Antar Desa; L S e S e
b KerJa Sama Dengan Prhak Ketlga ';f?r’ : SRR

E
5

“ ),r; SR ¢ g
i



)L

':ﬁ,berakhur ERIR S AT A S R
- (8)

‘\1.,
R
B i

c. Batas Desa; : S
d Pencegahan dan Penanggulangan Bencana ‘

; e Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketert:ban Umum

5 BABNV -
PENYUSUNAN DAN PENYAI\/IPAIAN LPPD

P

LRI

' | Paqal 7

{,(1) : Penyueunan Laporan Kepala Desa mehputu LPPD Akhir Tahun Anggaran dan
e LPPD Akhir Masa labatan menganut pnnSIp transparansi dan akuntabllltas e
Laporan Kepala - Desa berupa LPPD Akhll’ ‘Tahun Anggaran sebagalmana
) dsmaksud pada ayat (1) dlsusun dengan format sebagalmana tercantum dalam
 Lampiran | yang tidak terplsahkan dari Peraturan Bupati ini.

‘:,'Laporan Kepala Desa berupa 'LPPD Akhir Masa Jabatan- sebagalmana dlmaksud

pada, ayat (1) dlsusun dengan format sebagalmana tercantum dalam Lamp|ran i

'::;yang tldak terplsahkan daru Peraturan Bupat| ini. i

‘ S | , Pasal8 : : S
LPPD Akhnr Tahun Angqaran dlsampankan Kepala Desa kepada Bupatn melalun

IR

i Camat paling lambat 3 (tlga) bhlan setelah Tahun Anggara*\ berakhir.’ S
LPFD Akhir Masa. Jabatan Kapala Desa dlsampalkan Kepala Desa kepada Bupatl' L

melalui Camat pahng lambat 3 (tlga) bulan sebelum maua Jabatan Kepala Desa

Dalam hal penyampalan LPPD akhir masa Jabatan waktUnya bersamaan dengan

‘ LPPD Akhir Tahun Anggaran atau berjarak 1 (satu) bu1an penyampalan LPPD_
© . Akhir ‘Tahun Angoaran drsampalkan bersamaan denqan LPPD Akhir Masa

5

‘ LPPD Akhlr Masa Jabatan Kepala )Desa mellputl - .
- a, | k

b
o
d.

C.

’ Rlngkasan Laporan tahur tahu sebelumnya s
LPPD sisa masa Jabatan yang belum. dllaporkan o
Hasnl kegnatan yang dlcapau dan yang belum: dllaksanakan
Hal hal yang dlanggap perlu untuk perbalkan :

, * Jabatan. ; : B 5 o

- (4)  LPPD;Akhir Tahun Anggaran ‘dan lPPD Akhnr Masa Jabatan Kepala Desa dlklrlm .
L kepada Bupati seteiah dievaluasi oleh Camat, |
.HaSII evaluaSI LPPD KepalaJ Desa dljddlkan dasar untuk melakukan pemblnaang 2

| dalam anyelenggaraa'\ Pemlerlntahan Desa P

o : ‘
H L)

Pasal 9

| ' BABV .
MUATAN DAN MATERI LKPJ

co

- -;gf .¢,w i, Pasal 10

Ruang hngkup LKPJ rnencakup penyelenggaraan
Urusan pemenntahan berdasarkan hak asal usul desa
Urusan pemenntahan yang dlserahkan daerah
Tuga° Pembantuan

vi- ' ,.' . )
!

‘;'. - "4 A R



I
L}

.
'u

) ‘d‘ Urusan pemerlntahan yang - Ialnnya yang. oleh peraturan perundang undangan

i
dlserahkan kepada desa.»v, s A SRR S

G Pasaltl

(1) | Muatan LKPJ Kepala Desa bldang urusan pemerlntahan berdasarkan hak asal - .
r fh_._usul desa mehputu hak untuk mengatur dan mengurus kepentmgan masyarakat -
S setempat sesual denqan asal ‘usul,adat |st|adat yang berlaku dan tldak

o bertentangan dengan peraturan perundang undangan

. (2')?[ Muatan LKPJ Kepala Deoa bldang urusan pemermtahan yang dlserahkan daerah

; .

' meliputi; - . .
a. Bldang pertanlan dan ketahanan pangan : =
: Bldang pertambangan dan energl erta sumber daya mlneral
';'Bldang kehutanan dan perkebunan ‘ '

~ Bidang pernndustnar‘ dan perdagangan

.}Bldang koperasu dan usaha kecul menengah .‘

Bidang penanaman, modal;. S

fBldang tenaga kerja dan transmug.aol 3

."Bldang kesehatan,k : '

' ‘Bldang pendldlkan dan kebudayaan

‘Bldang sosial; P i

~-Bidang penataan ruang,

;’,fBldang pemuklman i perumahan

. Budang pekerjaan umum

- Bidang perhubungan :

"Bldang lingkungan! hldup, SRR :

Bldang politik dalam negeri dan admmnstrasu pubhk

":Bldang otonomi desa

»,,Bldang perlmbangan keuangan

-",Bldang tugas pembantuan
g.Bldang panwusata o '. , o
”Bldang pertanahan B R

1
|

]B|dang kependudukan dan catatan °|p|l

.’,Bldang kesatuan bangsa dan perhndungah masyarakat dan pemerlntahan
urmum; b P - 7 SE T

s < s.:'-* snf-f* e .07.3 3*-—-?*-"?-"3'@ -““_'.m oo op

)

X Bldang perencanaan : ‘ :

’Bldang penerangan linformasi dan komunikasi;

z, Bldang pemberdayaan perempuan dan perllndungan anak

S - aa.’ Bldang keluarga berencana dan keluarga sejahtera
: bb. ;‘Bldang pemuda dan olahraga; - »

RO T

N < X%

S ce. Bidang pemberdayaan masyarakat dan desa ‘ ;
. dd. Bidang statistik, dan - | o
ee. Bidang arsip dan pe*pustakaan T

(3) Muatan LKPJ Kepala Desa bldang tugas pembantuan mellputl

s a. Tugas pembdntuan yang diterima dari Pemerintah; -

b Tugas pembantucn yang diterima dari Pemenntah Provmsn :
c. Tugas pembantuan yang dltenma dan Pemenntah Kabupaten ;



. ; r . ¢

. (4) ‘f. ,Muatan LKPJ Kepala Desa bldang tugas Pemenntahan Larnnya mehputr urusan =
= ’pemenntahan yang drserahkan kepada Desa berdasarkan ketentuan peraturan 3

SR

perundang undangan X

{ : ; I
Voo o ’ : '

, L b Pasa! 12
‘(«1) ' Materl LKPJ Kepala Desa bldang urusan pemerrntahan berdasarkan hak asal usul} ‘
 desameliputi; . g CE e e i e el
; ".a ‘Program dan Keglatan R P s
b Realisasi- Pelaksanaan Program dan Kegratan o
c Permasalahan dart Penyelesaran TR ‘ ~ S
: (2) -l\/laten LKPJ Kepala Desa bldang urusan pemenntahan yang dlserahkan daerah
mellputr L 'r- ~ o R . :
a Program dan !\eglatan ‘ .“’; L e e
b. ‘Realisasi Pelaksanaan Program dan Keglatan R
e Permasalahan dan Penyelesaran -’ ' R .
' (3) ‘ Maten LKPJ Kepala Desa ordang tugas pembantuan mehputr
" "a Dasar Hukum; Jo T T

E

.m‘

Instansi Pemberi Tugas Pembantuan B
Satuan Kerja Pcrangkat Desa: NURRY N e N
Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegratan
' Sumber dan Jumlah anggaran yang dlgunakan :
of Permasalahan dan penyelesa|an AR SRR : .
. (4) E 'Maten LKPJ Kepala Desa brdang tugas Pemermtahan Lamnya mehputr
. a. Kerja Sama.Antar Desa; SR E
b. Kerja Sama Dengan Pihak Ketlga L SR
Batas Desa; | ;; : SRR

~ Pencegahan dan Penanggulangan Bencana
'Penye!enggaraanrKetentraman dan Ketertrban Umum

o ao o

L e BAB Vl ‘ T
PEN‘YLJSUNAN DAN PENYAMPAIAN LKPJ
L Pasal 13 - S

5 ; (1_)_' Penvusunan LKPJ Kepala Desa melrputl LKPJ Akhir Tahun Anggaran dan LKPJ

- ;Akhrr Masa Jabatan mpnganut prlnsrp transparansr dan akuntabllrtas :
"(2)}:”LKPJ Akhir Tahun' Anggc.ran sebaqarmana drmaksud pada ayat (1) drsusun
- _dengan format sebagarmana tercantum dalam Lamprran i yang trdak terplsahkan
_ dari Peraturan Bupati ini." = | : |
@) - LKPJ Akhir Masa Jabatan sebagalmana drmaksud pada ayat ( ) dlsusun dengan
'/format sebagarmana tercantum dalam Lamprran \V; yang tidak terprsahkan dan
7 Peraturan Bupati | ini. | : E
At U Pasal 14 .
v kLKPJ Kepala Desa kepada BPD dlsesuarkan dengan srtuasr kondrsr dan sosial budaya
"N'masyarakat setempat ' : : ‘
_ ; Pasal 15 - , :
“‘_(1) LKPJ akhrr tahun anggaran K=pa|a Desa dlsamparkan secara tertulls kepada

Badan Permusyawaratan Desa
i S



: Laporan sebaga|mana dlmaksud oada ayat (1) dllakukan selambat lambatnya ST
,',3 (tlga)bulan setelah berakhlrnya tahun anggaran : : o »

Pasal 16

‘,LKPJ akhlr Masa Jabatan Kepala Desa adalah Iaporan penyelenggaraan

pemenntahan desa yang dlsampalkan kepada Bupatn melalui Camat dan kepadaf <

. BPD..

" 3)

at

b
c.
d

(1)

BPD dapat menyelenggarakan rapat pléno khusus untuk mendengarkan LKPJ Akhlr' |
Tahun Anggaran dan LKPJ Akh|r Masa Jabatan Kepala Desa e

()

@

@

o menetapkan Kepulusan BPD. v BN :

‘Keputusan BPD. oebagalmana dwaksud pada ayat (3)}disampaikan' paling Iam’b'at
.30 (tiga puluh) hari setelah LKPJ diterima. - o ' E o
*'{Keputusan BPD. sebagalmana dlmaksud pada ayat (3) disampaikan kepada
o iKepaIa Desa: dalam rapat parlpurna yang bersnfat lstlmewa sebagal rekomendasi
::kepada Kepala Desa untuk perbalkan penyelenggaraan pemenntahan desa S

Laporan sebagalmana dlmaksud dalam ayat (1) dlsampalkan se!ambat lambatnya

£ 3 (tlga) bulan sebelum berakhlrnya masa jabatan Kepala Desa.

Dalam hal penyampalan LKPJ akhir-masa jabatan waktunya bersamaan dengan 1
LKPJ ‘Akhir Tahun, Anggaran atau berjarak 1 (satu) bulan penyampalan LKPJ Akhlr +

Tahun Anggaran dlsampalkan bersamaan denqan LKPJ Akhlr Masa Jabatan -

5, L Pasal17

'LKPJ Akhlr '\/Iasa Jabatan Kepala Desa mellputl

Rlngkasan Laporan tahun tahun sebelumnya

LKPJ snsa masa jabatan yang belum dllaporkan |

Hasnl keglatan yang dlcapal dan yang belum dllaksanakan
Hal hal yang dlanggap perlu untuk perbalkan e

. ;7‘. .
[ '

Pa=a|18

.BPD melakukan evaluasn terhadap LKPJ Kepala Desa selambat Iambatnya 15 |
SRR S (I|ma belas) hari sajak dlterlmanya LKPJ DA \ ‘ ' :
@

~ dalam penyelenggaran pemerlntahan desa.

Hasnl evaluaSI LKPJ Kepa!a Desa duadlkan dasar untuk melakukan pengawasan'

Hasil evaluasi sebagalmana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini dllaporkan kepada >'

BT Bupatl melalun Camat selambat lambatnya 15 (Ilma belas) hari snjak dltenmanya »
‘5LKPJ o R A | SR P

Pasal19

Pasal20

;vLKPJ dlsampalkan oleh Kepala Desa dalam rapat panpurna BPD. .
) LKPJ. sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) dlbahas oleh BPD secara lnternal'

sesualdengantatatertab BPD. . ' g

Berdasarkan hasnl pembahasan sebagalmana dlmaksud pada ‘ayat (2), BPD

kedepan. . o

Apabila LKPJ sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) tldak dltanggapl dalam Jangka

’waktu 30 hari setelah LKPJ dlterlma maka dlangap tldak ada rekomendasu untuk
apenyempurnaan R I ST ST

S |
a :



- BABWN
INFORMASILPPD{~.“*ﬂ

N | Pasal21 S

"(1) , f Kepala Desa Wajlb menglnformasman LPPD kepada masyarakat desanya

,_.(2) ;.‘_,ipenglnformasmn LPPD sebagalmana dlmaksud pada ‘ayat’ (1) - d'sampa|kan{

L secara tertulis melalw penqumuman resmi atau media setempat dan secara lisan:
'*,Iangsung kepada maoyarakat dalam berbagal pertemuah masyarakat desa rale' ’
*kummtas atau media Iamnya e R S : :

(3 Pengmformasmn LPPD dllakukan sekurang kurangnya T (satu) kali-‘da’l‘amv

A é
i
[

“setahun.. : B
4) ;'Penglnformas:an lPPD sekurang kurangnya memuat anlara laln
. a Penyelenggaraan Pemenntahan Desa SRR " R 7
b Pelaksanaan Puaturan Desa Peraturan Kepala desa dan Keputusan Kepala‘
Desa __ Sl [ e .
c Penyusunan Pelaksanaan dan Pertangoung Jawaban APB Desa
Cd Hal hal lain’ yang dnanggap perlu R T S L '
,?‘* - Pasa122 R |
“Informa5| LPPD Kepala Desa dlsusun dengan format sebagalmana tercantum dalam
o Lamplran Vyang tldak terplsahkan darl Petaturan Bupatt |n1 LT '
‘ . - BAB VIII R
PELAPORAN ADMINISTRASI KEUANGAN e
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

: o Pasal 23 : i
'(1)' "_BPD Wajlb menyampalkan Iaporan ddmlnIStI’aSI keuangan BPD yang bersumber
~dari: Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada Kepala Desa ,selaku,
e Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa. ' , B
" (2) -Laporan administrasi : ‘keuangan BPD sebagalmana dlmaksud dalam | ayat (1) ’

“!'dlsampalkan secara tertulls ' = :

:a'
ob
C

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

g %
[ [

l ' i}'. ,‘ Pasal 24 ’

o ‘;_(1)';;;Da|am rangka pemblnaan dan pengawasan Pemenntah Daerah melakukan

 fasilitasi berupa pemberlan pedoman blmblngan arahan superwsn dan pelatihan.

":(2)'_;{Bupat| dapat mellmpahkan kewenangan pemblnaan pemermtahan desa kepadaf i

L Camat

P
1

_ : Pasal 25 ,
Sy }Dalam hal Kepala Desa tidak menyampalkan Laporan Penyelenggaraan"

Ea _Pemenntahan Desa (LPPD ‘ I\epada Bupatl - Laporan Keterangan

A ’Pertanggungjawabang (LKPJ) - ‘kepada  BPD, - serta  menginformasikan
"}Penyelenggaraan Pemerlntahan Desa . kepada masyarakat Bupati dapat

‘ ,’membenkan teguran tertulls dan tmdaKan admcnlstraS| Ialnnya sesual ketentuan.

o peraturan perundang undangan ‘ " SR e ’

1 H © . . .



BERITA DAERAH KABUPA

"("2)4'7"Dalam : hal Képalé Desa tidak :men‘yarhpé"ikan Laporan Keterangan

e Pertanggungjawaban

(LKPJ) kepada BPD BPD dapat membenkan teguran .

o tertulls kepada Kepala Desa

BAB X

S KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 26

: ‘(1)‘ ‘Apabila Kepala Desa berhenti sebelum akhlr masa jabatan LPPD dan LKPJ"
- "Kepala Desa dlsampa|<an oleh penjabat Kepala Desa. |
(2) Materi LPPD dan LKPJ Kepala Desa dlsampalkan oleh penjabat Kepala Desa
L *isebagalmana dlmaksud pada ayat (1) berdasarkan Iaporan dalam memori serah
- terima Jabatan Kepala Desa yang. dngantl d|tambah dengan SIsa waktu sampa|
o j'dengan akhlr tahun anggaran yang bersangkutan i '

' Pasal 27 -

Pefatufan Bupativ ini mulai kdibérl}ék’u'kan pada tanggal diundangkah.

‘ Agar set|ap orang mengetahumya memermtahkan pengundangan Peraturan Bupatl |n| |
dengan penempatannya dalam Berlta Daerah Kabupaten Karanganyar

*‘DiUndangkk'an'di‘ Karanganyar . .-
pada tanggal QL%\M,{ 3—0“"

Dltetapkan di Karanganyar S
pada tanggal ... 4. M. 20 U
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© , . NOMOR : ®6 TAHUN2011
s TANGGAL 3 '5’%:(‘4& 2@::

. FORMAT SAMPUL

,”LAPORANF%meLEwGGARAANPEMERmHAHANDESAf7’ 1

,. (LPPD) - |
AKHIR TAHUN ANGGARAN

....................

““ 5 TAHUN ...... ey




| SISTEMATIKA LPPD AKHIR TAHUN ANGGARAN

BABI PENDAHULUAN ooy
. A DASARHUKUM
"“B', GAMBARAN UMUM DESA Voo i
1. KONDISI GEOGRAFIS ',
2. GAMBARAN UMUM DEMOGRAFIS i
'3 KONDISI EKONOMI

~ BABII n RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

A VISt DANMISI Coniae L 5

. B. STRATEGI D/—\N ARAH KEBIJAKAN DESA
C PRIORITAS DESA ‘ :

;

BAB m hEWENANGAN DESA .
A URUSANH f’ ,SAL USUL DESA
" ',1.,"Pelar<sanaen Program dan Kegratan :

Iaksanaan Program dan Kegratan ‘ s fes
Jumlah anggaran yang dlgunakan

7., Sarana dai prasarana
8. Permasala n,dan penyelesalan



1. Dasar Hukurn : ity : "
| .’k';fiUrusan Pemenntahan Yang Dltugas Pembantukan e e
";,_Sumber dan lumlah Anggaran . s
" .'ffSarana dan Prasarana T

_y’.,?hDesa yang duajak kerjasama ';,,tfiz
JfffDasar Hukum e
lBldang Kerjasama i
‘."“,:Nama Kegiatan; - e
.5, ':Satuan Pelaksana Kegiatan Desa
.-6. Data Peran Jkat Desa i
L / .i'f'.!Sumber dan Jumlah Anggaran

. Jangka\ Waklu Kerjasama
9. Hasil Kerjasama i i
10. Permasalahan dan Penyelesalan

.»;Mltrd y’xng Dlajak Kerjasama S
'DasarHukum L e T
Bidang | Kerjasama e e o

. Nama Kegiatan; =\ SRty

.‘j"'Satuan Pelaksana Keglatan desa

vf;»Sumber dan Jumlah Angqaran ' " e L
7. Jangka Waktu Kerjasama 1 s a
""'_:Hasn KerJasama e
Permasalahan dan Penyelesalan

. BAT,AS'D'ESA L

1. Sengketa Batas Desa
V.”;';Penyelsalana Yang Dllakukan s : Lo
'{Satuan Pelakcana Keglatan Desa ST E e
:‘_'Data Perangkat Desa il

‘,} g W ‘ y Vi -

;._Bencana Yang Terjadl dan Penanggulangannya :_ o
). ‘Status Bencana e Coanaane .
~ Sumber dan Jumlah Anggaran o
fAnt'SlPaS' Desa e e e
Satuan Pelaksana Kematan Desa o et o
Kelembagaan Yang lee.ntuk : FEORe el et o
- .;"Potensx Bencana Yang Dlperk|rakan Terjadl o

v e
N T S 5
b

E
: _c i < : =, - I
i




E PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
1 Gangguan Yang Terjadl

SatuanPe|aksana Kegiatan D'esa' f

Penanggulangan dan Kendalanya;

Keikutsertaan Aparat Keamanan Dalam Penanggulangan

Sumber dan Jumlah Anggaran

SRS

Dr. Hj RINA IRIANI SRI BATNANINGSIH, M.Hum
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_PERATURAN BUPATI: KARANGANYAR
" " 'NOMOR 2é TAHUN 2011
,TANGGAL L2 aou

' FORMAT SAMPUL

;' LAPORAN PENYELI:NGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
. (LPPD)
AKHWRMASAJABATAN

DESAW_“KECAMATANHUQJ«f'"

l



TKALPPDAKHIR MASAJABATAN

PENDAHULUAN = |
A. DASAR HUKUM e
B. GAMBARAN UMUM DESA
C KONDIQI GEOGRAFlS G
AMBARANUMUM DEMOGRAFIS
| KOND‘ISI EKONOMI

va _CANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DE—'SA
lVlSIDANMICI e e

; Sarana dan prasarawa yang dlqunak
7. Proses Perencanaan dan Peiaksanaan Pe )
8, Permasalahan dan penyelesa|an :

GAS PEMBANTUAN‘ i -
. TUGAS PEMBANTUAN YANG DI fERlMA""' g

,Dasar Hukum St s -
', InstanSI Pemberl kTugas Pembantuan
};Pelaksanaan Keglatan e L e R e
Realisasi Pelaksanaan Program dan Keglatan S
.9 Sumber dan Jumlah anggaran yang dlgunakan
i6‘.:’f‘?Satuan Pelakcana Keglatan Desa s

S ’i?'. ,Sarana dan prasarana -
| o8 Permasalehan dan penyelesalan




-

| ] B TUGAS PEMBANTUAN’YANG DI'IBER'IKAN‘»
1. Dasar Hukum; Bl e
2 Urusan Pemenntahan Yang Dltugas Pembantukan'
3. Sumber dan Jumlah Anggaran :
4 Sarana dan Prasarana

BAB V URUSAN PEME RlNTAHAN LAINNYA
A KERJASAMA ANTAR DESA .
: ,'1._;. Desa yang dlajak kerjasama
2. Dasar Hukum;:* . °
. 3. Bidang Kerjaaama‘ )
4. Nama Kegtatan ,
5. Satuan Pelaksana Keglatan Desa -
6. Data Perangkat Desa; ; o ,_
T Sumber dan Jumlah Anggdran et | o
8. Jangka Waktu Kerjasama; . ' i
9. Hasil Kerxasama :

- j-710 Permasalahan Penyelpsalan o ‘
;‘.,B._KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA |
1. Mitra yang Dlajak Kerjasama v § -
2. Dasar Hukum; ' S
3. Bldang Kerjasama e nl e R
4. Nama Keglatan S O
5. Satuan Pelaksana Keglatan desa S
~ 6. Sumber-dan Jumlah Anggaran. R
7. Jangka Waktu Kerjasama; 0 T
8. Hasil Kerjasama R
90 Permasalahan Penyelesalan e ’
B ’,'»'C.*BATAS DESA .-
1. Sengketa Batas Desa; S R
2. ‘,Penyelesalan Yang Dllakukan
3. Satuan Pelaksana Keglatan Desa
"-4."Data Perangkat Desa | '

D ‘PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA

1. Bencana. Yang Terjadl dan Penanggulangannya*v

-':»".2. Status Bencana PR e IR Lt ) -
3..Foumber dan Jumlah Anggaran U T

4. Antisipasi Desa DR ; S S

- 5. Satuan Pelaksana Keglatan Desa e Hen

6 _Kelembagaan Yang leentuk '} f

; 7 . PotenSI Bencana Yang Dlperklrakan Terjadl

e . [ : i‘i . !



E PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
A Gangguan Yang TerJad| Gl G

Satuan Pelaksana Kegiatan Desa; e

_Penanggulangan dan Kendalanya ‘ _

. Kelkutsertaan Aparat Keamanan Dalam Penanggulangan
Sumber dan Jumlah Anggaran '

7”@'b<w N"

 BUPATI KA

_ DrHi RINAIRIANI SRIRANANINGSIH, MHum
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i i-PERATURAN BUPATI KARANGANYAR

' . NOMOR a'lé TAHUN 2011
};TANGGAL ,;a Mu M

KEPALA DESA (LKPJ)
AKH!R TAHUN ANGGARAN

;:i-gj‘:ri'fLAPORAN KETERANGAN PERTANGGUN JAWABAN‘]’,}_;' s



|
‘ i
|
SlSTEMATlKA LKPJ AKHIR TAHUN ANGGARAN

'BAB!|  PENDAHULUAN
A. DASAR HUKUM
B. GAMBARAN UMUM DESA
1. KONDIS| GEOGRAFIS
- 2. GAMBARANUMUM DEMOGRAFIS
3. KONDISI EKONOMI
- a. Potensi Ungulan Desa
b. Pertumbuhan Ekonomi/PDRB

'BABIl RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
A VISIDANMISI .,
B. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DESA
C. PRIORITAS DESA

Q 'BAB Ill KEBIJAKAN UMUMXPENGELOLAAN KEUANGAN DESA
A PENGELOLAAN PENDAPATAN DESA
" 1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi;
2. Targetdan Rgahsasn Pendapatan;
3. Permasalahah dan Penyelesaian.

B. PENGELOLAAN; BELANJA DESA
1. Kebijakan um:um Keuangan Desa;

2. Target dan Realisasi Belanja;
3. Permasalahan dan Penyelesaian.

“BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DESA
. A. URUSAN HAK A;SAL USUL DESA
- 1. Program dan Kegiatan;
2. Realisasi Pel‘faksanaan Program dan Kegiétan;‘ ;
3. Permasalahai:n dan Pehyelesaian;
|
B. URUSAN PEMEERINTAHAN YANG DISERAHKAN KABUPATEN
1. Program dan Keg1atan
2. Realisasi Pelaksanaan Program dan Keglatan
3 PermasalahaFn dan Penyelesalan
. BABV PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN
A TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA
1. Dasar Hukum
Instansi Pemberi Tugas Pembantuan 7
Satuan Kerja Perangkat Desa -
Realisasi Pelaksanaan Program dan Keglatan
Sumber dan jumlah anggaran yang digunakan
Permasalaha_n dan penyelesaian '

S



B TUGAS PEMBANTUAN YANG DIBERIKAN
1 Dasar Hukum : , ,
2 Urusan Pemermtahan Yang Dltugas Pembantuankan
3 Sumber dan Jumlah Anggaran o
o BABOPENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN LAINNYA
| A KERJASAMA ANTARDESA » |
= 1. Kebijakan dan Keglatan ,
'2 Realisasi Pelaksanaan Keglatan Ghin
3 Permasalahan Penyelesalan

: B.“AKERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA
1. Kebuakan dan Keglatan "
2 Reahsas: Pelaksanaan Keglatan

£ 3 Permasalahan Penyelesalan

 C.BATASDESA =
o Kebuakan dan Keglatan ‘
‘ : 2 Realisasi Pelaksanaan Keglatan L
- 3 Permasalahan Penyelesalan :

i f;j" 'D.{PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA
1 Bencana Yang Terjadl dan Penanggulangannya '
. Status Bencana o SR g
' Sumber dan Jumlah Anggaran
NAnt|S|paSI Desa ' :

cn .4>".<»>r\>

' Poten5| Bencana Yang anerknrakan Terjadl

By E.; PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
. 1'., vGangguan Yang Terjadl

SatuanPelaksana Keglatan Desa

Sumber dan Jumlah Anggaran

Penanggulangan dan Kendalanya

whw N

Kelkutsertaan Aparat Keamanan Dalam Penanggulangan o

BUPATI KARANGANYAR

'RATNANINGSIH, M Hum

Dr. Hj: RINA IRIANI S
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ij;;PERATURAN BUPATI KARANGANYAR

., NOMOR ;Zé -TAHUN 2011
’TANGGAL ,;1 (\/Lu ;l@w

. KEPALA DESA (LKPJ)
AKHIR MASA JABATAN

P DESA . .KECAMATAN

L
ER
T
HES
[
i
Ea|
S
508 T
[
ot
v

)

i

‘LAPORAN KETE RANGAN PERTANGGUNGJAWABAN ‘, e



IATIKA LKPJ AKHIR MASA JABATAN

;fPotant Unggulan Desa e
i Pertumbuhan Ekonomn/PDRB ;'i‘i_” &

"}"fProgram dan Keglatan L
;‘Reahsaqu Pelaksanaan Keglatan

LENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN .
q UGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA o

"'Dasar Hukum . Kic s
,AgiflnstanS| Pemben Tugas Pembantuan ‘
' 3 Satuan Kerja Perangkat Desa




4. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
5. Sumber d‘an jumlah anggaran yang digunakan
6. Permasalaha;n dan 'penyelesaian

B. TUGAS PEMBANTUAN YANG DIBERIKAN
1. Dasar Hukum;
2. Urusan Pemerintahan Yang Ditugas Pembantuankan
3 Sumber dan Jumlah Anggaran o

BAB VI PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN LAINNYA
A. KERJASAMA ANTAR DESA
1. Kebijakan dap Keglatan
~ 2. Pelaksanaan Kegiatan;
? '3. Permasalahah dan Penyelesaian.

B. KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA
1. Kebijakan dan Keglatan
- 2. Pelaksanaan {Keglatan,‘
3 Permasalahah dan Penyelesaian
C. BATASDESA |
1. Kebijakan dan Keglatan
~ 2. Pelaksanaan Keglatan,
3. Permasalahan dan Penyelesaian

D. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA
‘ Bencana Yanig Terjadi dan Penanggulangannya;
Status Bencana |

Sumber dan Jumlah Anggaran

Antisipasi Desa

Potensi Bencana Yang Diperkirakan Terjadi.

@P.@N‘.—*

E. PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
Gangguan Yang Terjadl

SatuanPeIavksvana Kegiatan Desa;

Sumber dan Jumlah Anggaran-

‘ Penanggulangan dan Kendalanya;

Kelkutsertaan Aparat Keamanan Dalam Penanggulangan

o howbd=

----------------------------------------

BUPATI

Dr. Hj. RINA IRIANI SR TNANING§IH; M:Hum
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INFORMAol PENYEL ENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

Penyelenggaraan Pemerlntahan Desa B

A

Urusan Pemenntahan Desa :

(ngkasan dari Penyelenggaraan Urusan Hak Asal Usul Desa)

’ Urusan Pemerlntahan desa Yang Dlserahkan Kabupaten

' ,(Rlngkasan dari Penyelenggaraan Urusan yang Dlsprahkan) B

‘Tugas Pembantuan | = - . S |

: (Rlngkasan dari Penyelenggaraan Urusan yang Dltugaskan kepada
 Pemerintah Tlngkat Atas) R o T AR

"Urusan Pemermtdhan Lalnhya ~ PRy g

- (Rlngkasan Urusa"\ Pemenntahan Lalnnya Jlka Ada) :

S Ringkasan APB De%a

A

, B

Pendapatan Desa v T U - ‘
~a. Pendapatan Asli Desa B - e Rp. .o
- b. Bagi Hasil Pajak Daerah o . = Rp. o
c Bagi Hasil Retribusi Daerah = Rpo
; d.ﬁA!okasn Dana Desa e ‘ e = Rp. ...
e ‘Bdntuan Keuangan Pemerintah
T ’Pgmenntah Provms' Pemerlntah Kabupaten = "Rp. ST
S f Hibah o PV . = Rp ..l
. g."Sumbangan Plhak Ketlga = 'Rp. ..........
o Jumiah o0 b = Rp.
Belahja "“; ST S
a ‘Belanja Langsung e R SR
1) Belanja PegawallHonorarlum IR Rp. ...
2) ‘Belanja Bauang/Jasa f T Rp .............
©3) BelanjaModal -+ 0 = Rpii
o Wumlah oo =! Rpo.
b Belanja Tldak Lanosung o - e T e
: f1) Belanja Pegawan/PenghasuIan tetap = Rp. ...
2y Belanja subsidi- . = Rp. ol
3) Belanja hlbahi e R ety ) Rp e
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4) Belanja Bantuan Sosial

5) Belanja Bantuan Keuangan = Rp. e
j 6) Belanja TakTerduga ‘ = Rp. ...
Jumlah ‘ = Rp. ..o
C Pemblayaan .
- a. Penerimaan Pemblayaan o
1) Sisa Lebih Perhltungan Anggaran Tahun Lalu = Rp. .
‘ 2) Hasil Penjualan Aset Yang Dlplsahkan : = Rp. e
b Jumlah j; f e Rp ..........
b ‘Pengeluaran Pemb:ayaan ‘ ‘ - R
1) Pembentukan Dana Cadangan - = Rp. .
- 2) Penyertaan Modal Desa 5 = Rp. e
. 3) Pemb,ayarran‘Utang - = Rp. .ccoennn.
“Jumlah = Rp. .
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